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“Sungguh bersama kesukaran  dankeringanan. Karna itu bila  kau telah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan kepadaTuhan, berharaplah” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
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ABSTRAK 
ZULLAIKA TIPE NURHIDAYAH. S351602053. ASPEK KEADILAN ALIH 
FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NONPERTANIAN (Studi Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo). 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-
undangan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan 
Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo untuk menyeimbangkan kepentingan 
sektor pangan dan industri. Kajian selanjutnya mengenai aspek keadilan 
pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter 
di Kabupaten Sukoharjo dalam menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan 
industri. 
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan 
pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui dan 
menganalisis digunakan antara lain prinsip legalitas, teori birokrasi, dan teori 
keadilan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kawasan peruntukan industri Nguter 
menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo, adanya 
kecenderungan pertambahan jumlah penduduk tiap tahun di Kecamatan Nguter 
yang dibarengi penurunan jumlah lahan pertanian, peran serta masyarakat dalam 
proses perencanaan tata ruang masih sangat terbatas, kebijakan perencanaan 
kawasan industri Nguter berorientasi pada pencapaian tujuan berjangka panjang 
yang masih belum sesuai sasaran dan menggunakan pemecahan masalah berjangka 
pendek, belum ada sanksi tegas bagi para pelanggar yang melakukan pelanggaran 
alih fungsi lahan karena RTRW bersifat dinamis sehingga bisa dilakukan evaluasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan secara 
nasional sudah cukup dalam menyeimbangkan sektor pertanian dan sektor industri, 
namun dari segi kebijakan daerah dengan adanya peraturan daerah nomor 14 tahun 
2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih belum mampu untuk 
menyeimbangkan sektor pertanian maupun sektor industri. Pelaksanaan alih fungsi 
lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter belum sepenuhnya 
memenuhi aspek keadilan karena lebih cenderung meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dari pembangunan industri.  
Kata kunci: pangan; aspek keadilan; alih fungsi lahan pertanian; penataan ruang. 
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ABSTRACT 
ZULLAIKA TYPE NURHIDAYAH. S351602053. ASPECT OF JUSTICE 
FUNCTION OF AGRICULTURAL LAND TO NON AGRICULTURAL (Study of 
Nguter District of Sukoharjo District). 2017. Notary Program Faculty of Law 
University of Sebelas Maret. 
This research aims to determine and analyze legislation. Further study on the 
justice aspects of the conversion of agricultural land to non-agricultural areas of 
Nguter Industrial Area in Sukoharjo Regency in balancing the interests of the food 
and industrial sectors. 
The research method used is normative which is being peskriptif with approach of 
Act (sculpture approach). To know and analyze. Laws and regulations. 
The result of research shows that the Nguter industrial area becomes the driving 
force of economic growth of Sukoharjo regency, the inclination of population 
growth every year in Nguter subdistrict accompanied by the amount of agricultural 
land, public participation in the spatial planning process is still very limited, the 
length is still not on target and use. the right issue, there is no strict sanction for 
violators who make changes to the function because the RTRW may be dynamic. 
The conclusion of this research is that the national legislation is sufficient in 
balancing the agricultural sector and industrial sector, but in terms of regional 
policy with the existence of regional regulation number 14 of 2011 on spatial plan 
and Regulation of Sukoharjo Regent No. 67 of 2011 concerning Permit Utilization 
Space is still unable to balance the agricultural sector as well as the industrial 
sector. Implementation of agricultural land conversion into non-agricultural areas 
Nguter Industrial Estate has not fully fulfilled the justice aspect as it tends to 
increase economic growth from industrial development. 
Keywords: food; aspects of justice; conversion of agricultural land; spatial 
planning. 
 
